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The development of financial technology in the e-commerce sector has 
given rise to an innovative digital credit-based payment system known as 
PayLater. While this instrument offers convenience for consumers to 
conduct transactions without immediate payment, it raises legal issues 
regarding contractual agreements, the use of standard clauses, and 
consumer legal protection from a civil law perspective. The imbalance in the 
bargaining position of the parties within electronic agreements is the primary 
reason for conducting this study, considering that PayLater has become an 
integral part of the modern financing system widely utilized in Indonesian 
digital trade practices. This study employs a normative legal research 
method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal 
materials used consist of primary legal materials in the form of laws and 
regulations related to civil law, consumer protection, and electronic 
transactions, as well as secondary legal materials comprising legal 
literature, scientific journals, and expert doctrines. The analysis technique is 
carried out qualitatively through legal interpretation of prevailing norms to 
assess the conformity between legal regulations and the practice of 
PayLater agreements in e-commerce. The results of the study indicate that 
PayLater constitutes a valid form of electronic-based loan agreement under 
Indonesian civil law, provided it meets the requirements of Article 1320 of 
the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and is recognized under the Law 
on Electronic Information and Transactions (UU ITE). Nonetheless, 
agreement practices reveal a dominance of standard clauses that create an 
imbalance of position between business actors and consumers. The study 
concludes that legal protection for consumers in PayLater agreements is 
normatively regulated, yet it still requires strengthening in aspects of 
implementation, information transparency, and supervision to guarantee 
equity between the parties in digital transactions. 
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I. PENDAHULUAN 
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola transaksi 

ekonomi masyarakat, terutama dalam bidang perdagangan elektronik (e-commerce). 
Perubahan tersebut mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran 
berbasis teknologi finansial (fintech), salah satunya adalah PayLater. Sistem ini memberikan 
kemudahan bagi konsumen untuk menerima barang atau jasa terlebih dahulu dan 
melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati kemudian. PayLater dapat 
dipahami sebagai bentuk perkembangan dari skema pembiayaan berbasis kredit yang 
secara konseptual memiliki keterkaitan dengan prinsip kepercayaan dalam hukum jaminan, 
khususnya fidusia, yang menekankan adanya hubungan kepercayaan antara pihak yang 
memberikan fasilitas pembiayaan dan pihak penerima fasilitas tersebut (Salim HS, 2014). 
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Lahirnya PayLater tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat modern yang menuntut 
kemudahan, kecepatan, dan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi. Perubahan pola 
konsumsi, pertumbuhan e-commerce, serta percepatan digitalisasi sektor keuangan 
mendorong hadirnya sistem pembayaran yang mampu menjembatani keterbatasan daya 
beli dengan kebutuhan konsumsi instan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa PayLater 
merupakan respons pasar terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat yang tidak lagi 
bergantung pada mekanisme kredit konvensional yang bersifat administratif dan formal 
(Nurnasrina, 2018). 

Pengakuan negara terhadap layanan PayLater tercermin melalui berbagai instrumen 
hukum yang mengatur transaksi elektronik serta perlindungan konsumen. Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi 
di sektor jasa keuangan memberikan dasar legitimasi bagi keberadaan PayLater sebagai 
bentuk perjanjian elektronik yang sah, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam 
KUHPerdata. Perkembangan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya 
merespons inovasi teknologi digital, tetapi juga berupaya menghadirkan kepastian hukum 
dalam setiap aktivitas transaksi berbasis teknologi (UU ITE, 2016). 

Problematika hukum muncul seiring dengan karakteristik perjanjian PayLater yang 
berbasis sistem elektronik dengan mekanisme persetujuan sepihak melalui click-wrap 
agreement. Model kontrak tersebut tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen, 
sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam hubungan 
kontraktual. Permasalahan lain terlihat dari rendahnya transparansi informasi terkait bunga, 
biaya, serta denda keterlambatan yang sering kali tidak dipahami secara utuh oleh 
konsumen pada saat persetujuan awal (Miru & Yodo, 2015). 

Persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi isu utama dalam praktik 
PayLater. Konsumen berada pada posisi yang relatif lemah akibat keterbatasan informasi 
dan dominasi klausula baku, sedangkan pelaku usaha memiliki kendali penuh atas struktur 
perjanjian. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan 
hukum dalam menjamin keseimbangan para pihak dalam perjanjian elektronik. Oleh karena 
itu, kajian terhadap perlindungan hukum konsumen dalam PayLater menjadi penting untuk 
menilai sejauh mana hukum perdata mampu merespons dinamika transaksi digital yang 
berkembang cepat. 
 

II.  METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin 
hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk 
menganalisis kedudukan hukum perjanjian PayLater dalam transaksi e-commerce serta 
bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang relevan. 

Pendekatan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan 
perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya yang berkaitan dengan transaksi 
elektronik dan layanan fintech. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep 
perjanjian, perlindungan konsumen, serta perjanjian elektronik dalam perspektif hukum 
perdata. 

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian, transaksi elektronik, serta 
perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder meliputi literatur berupa buku, jurnal 
ilmiah, dan artikel yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier 
digunakan sebagai sumber pendukung yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia 
hukum guna membantu memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. 
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Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-
analitis, yaitu dengan menguraikan dan menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian secara sistematis. Analisis dilakukan untuk menemukan 
keterkaitan antara aturan hukum positif dengan praktik perjanjian PayLater dalam e-
commerce, serta untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam 
hubungan hukum tersebut. 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kedudukan Paylater dalam Hukum Perikatan 
PayLater dalam praktik e-commerce merupakan bentuk perjanjian utang-piutang 

yang berbasis teknologi digital sebagai hasil perkembangan transaksi elektronik. Dalam 
perspektif hukum perikatan, PayLater dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian pinjam-
meminjam uang atau fasilitas pembiayaan yang tunduk pada ketentuan Buku III 
KUHPerdata mengenai perikatan. Konstruk hukumnya tetap berlandaskan pada asas 
kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, di mana perjanjian dianggap lahir dan 
mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak tanpa mensyaratkan bentuk tertentu 
(Subekti, 2002). Legalitas PayLater dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada 
pengakuan negara terhadap kontrak elektronik sebagai perbuatan hukum yang sah. 
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar legitimasi terhadap 
perjanjian elektronik selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1320 KUHPerdata. Undang-Undang Perlindungan Konsumen turut memperkuat dasar 
hukum tersebut melalui kewajiban pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang benar, 
jelas, dan jujur dalam setiap transaksi elektronik (UU ITE, 2016; UU No. 8, 1999). 

Pengaturan sektoral terhadap PayLater berada dalam pengawasan Otoritas Jasa 
Keuangan sebagai lembaga yang berwenang dalam sektor jasa keuangan berbasis 
teknologi. Layanan PayLater pada umumnya ditempatkan dalam kategori pembiayaan 
berbasis teknologi informasi yang tunduk pada pengaturan layanan pendanaan digital. 
Pengawasan OJK mencakup aspek perizinan, transparansi biaya, manajemen risiko, serta 
perlindungan konsumen dalam layanan pembiayaan digital (POJK 10/POJK.05/2022). 

Mekanisme pengajuan PayLater dilakukan secara elektronik melalui platform e-
commerce seperti Shopee (SPayLater), Tokopedia, Traveloka, dan Gojek. Proses dimulai 
dari registrasi pengguna, verifikasi identitas berbasis electronic Know Your Customer (e-
KYC), serta penilaian kelayakan kredit berbasis sistem digital. Penentuan limit kredit 
dilakukan secara otomatis melalui algoritma penilaian risiko, sedangkan persetujuan 
perjanjian dilakukan melalui mekanisme click-wrap agreement tanpa negosiasi langsung 
antara para pihak (OECD, 2020; OJK, 2023). 

Konstruksi PayLater dalam sistem hukum pembiayaan menunjukkan keterkaitan 
dengan sistem kredit konvensional dalam lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan. 
Perbedaan utama terletak pada penggunaan teknologi digital dan analisis data sebagai 
dasar penilaian kredit, bukan semata-mata jaminan kebendaan atau analisis manual. Fungsi 
PayLater dalam praktik empiris memperluas akses pembiayaan konsumtif masyarakat, 
sekaligus meningkatkan risiko over-indebtedness akibat kemudahan akses kredit digital 
tanpa pemahaman hukum yang memadai (Bank Indonesia, 2022). 

Struktur hubungan hukum PayLater melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen, platform 
e-commerce, dan penyedia jasa pembiayaan. Hubungan tripartit tersebut menunjukkan 
kompleksitas perikatan dalam ekosistem digital yang tidak lagi bersifat sederhana 
sebagaimana kontrak klasik KUHPerdata. Kondisi tersebut mempertegas bahwa PayLater 
merupakan bagian dari evolusi sistem pembiayaan modern yang sah secara hukum, namun 
tetap membutuhkan penguatan regulasi dan perlindungan hukum untuk menjaga 
keseimbangan kedudukan para pihak (Marzuki, 2021) 
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B. Kesepakatan Para Pihak dan Problematika Klausula Baku dalam Perjanjian 
PayLater 

Kesepakatan para pihak merupakan unsur utama dalam hukum perjanjian yang 
menentukan terbentuknya hubungan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Pasal 1320 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan kesepakatan sebagai syarat subjektif 
sahnya perjanjian, yang menuntut adanya pertemuan kehendak antara para pihak tanpa 
adanya unsur paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Dalam doktrin hukum perdata, 
kesepakatan dipahami sebagai pertemuan kehendak (meeting of minds) yang idealnya 
terbentuk melalui proses negosiasi yang seimbang antara para pihak (Subekti, 2002). 

Konsep kesepakatan dalam perjanjian PayLater mengalami perubahan bentuk 
seiring penggunaan sistem digital. Kesepakatan tidak lagi terbentuk melalui proses tawar-
menawar, melainkan melalui persetujuan elektronik dengan menekan tombol “setuju” atau 
“accept” pada platform e-commerce. Model ini dikenal sebagai click-wrap agreement yang 
secara formal tetap dipandang sebagai bentuk persetujuan, namun secara substansial 
membatasi ruang negosiasi para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai 
sejauh mana unsur kebebasan berkehendak benar-benar terpenuhi dalam perjanjian 
elektronik (Miru & Yodo, 2015). 

Klausula baku dalam perjanjian PayLater menjadi isu sentral dalam analisis hukum 
perjanjian modern. Pelaku usaha menyusun seluruh syarat dan ketentuan secara sepihak, 
termasuk bunga, denda, batas kredit, serta mekanisme penagihan. Konsumen hanya 
memiliki pilihan menerima atau menolak tanpa kesempatan untuk melakukan perubahan isi 
perjanjian. Praktik tersebut menciptakan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam 
hubungan kontraktual yang secara prinsip bertentangan dengan asas keadilan dalam 
hukum perjanjian (Shidarta, 2006). 

Penggunaan klausula baku dalam PayLater juga berkaitan erat dengan ketentuan 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang klausula yang menyatakan 
pengalihan tanggung jawab, pembatasan hak konsumen, atau pemberian kewenangan 
sepihak kepada pelaku usaha. Dalam praktiknya, beberapa platform e-commerce seperti 
Shopee PayLater, Tokopedia PayLater, dan Traveloka PayLater menetapkan ketentuan 
sepihak terkait perubahan bunga dan denda tanpa negosiasi ulang dengan konsumen. Hal 
ini menunjukkan adanya dominasi pelaku usaha dalam pembentukan isi kontrak (UU No. 8 
Tahun 1999). Dari perspektif teori perjanjian, kondisi tersebut menunjukkan pergeseran dari 
prinsip freedom of contract menuju standardized contract system. Kebebasan berkontrak 
tidak lagi dimaknai sebagai kebebasan yang setara antara para pihak, melainkan 
kebebasan pelaku usaha untuk menentukan isi kontrak yang kemudian disetujui secara 
pasif oleh konsumen. Perubahan konstruksi ini menimbulkan perdebatan akademik 
mengenai validitas substantif dari kesepakatan dalam kontrak elektronik, khususnya dalam 
konteks hubungan yang tidak seimbang (Marzuki, 2021). 

Ketidakseimbangan posisi para pihak dalam PayLater semakin nyata ketika 
konsumen berada dalam kondisi kebutuhan ekonomi mendesak. Kondisi tersebut 
menyebabkan persetujuan tidak sepenuhnya bersifat bebas, melainkan bersifat terpaksa 
secara ekonomis (economic coercion). Dalam praktik empiris, konsumen sering kali tidak 
membaca seluruh syarat dan ketentuan karena kompleksitas informasi dan desain kontrak 
digital yang panjang, sehingga kesepakatan lebih bersifat formalitas daripada hasil 
pemahaman substantive (OECD, 2020). Problematika klausula baku dalam PayLater 
menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perjanjian tetap sah berdasarkan Pasal 1320 
KUHPerdata, secara substantif terdapat persoalan keadilan kontraktual yang belum 
sepenuhnya terjawab. Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya penguatan mekanisme 
perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam memastikan bahwa 
kesepakatan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak dalam 
hubungan hukum perdata modern (Subekti, 2002). 
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C. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Perjanjian PayLater 
Perlindungan hukum dalam perjanjian PayLater merupakan upaya untuk menjaga 

keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha dalam hubungan hukum 
perdata yang berbasis transaksi elektronik. Dalam hukum perdata, perlindungan hukum 
tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga 
sebagai sistem norma yang memastikan setiap perjanjian dilaksanakan sesuai asas 
keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Rahardjo, 2000). 

Perlindungan hukum preventif dalam perjanjian PayLater diwujudkan melalui 
pengaturan yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas, jujur, dan 
transparan sebelum perjanjian disepakati. Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
menegaskan larangan penggunaan klausula baku yang dapat merugikan konsumen serta 
mewajibkan pelaku usaha untuk menjelaskan risiko, biaya, bunga, dan denda secara 
terbuka. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sebelum hubungan 
hukum terbentuk (UU No. 8, 1999). Pengawasan terhadap perlindungan konsumen dalam 
layanan PayLater juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui pengaturan sektor 
jasa keuangan berbasis teknologi informasi. OJK memiliki kewenangan untuk memastikan 
penyelenggara layanan pembiayaan digital memenuhi prinsip transparansi, tata kelola yang 
baik, serta manajemen risiko yang memadai. Pengawasan ini mencakup aspek perizinan, 
standar operasional, serta kewajiba.n perlindungan data dan konsumen dalam ekosistem 
fintech (POJK 10/POJK.05/2022). 

Perlindungan hukum represif diberikan ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi 
dalam perjanjian PayLater. Konsumen dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa 
melalui pengaduan internal platform, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), 
maupun peradilan umum. Mekanisme ini memberikan ruang bagi konsumen untuk 
memperoleh ganti rugi atau penyelesaian sengketa secara hukum apabila terjadi kerugian 
akibat pelaksanaan perjanjian (UU No. 8, 1999). 

Perlindungan terhadap pelaku usaha juga menjadi bagian dari sistem hukum perdata 
dalam perjanjian PayLater. Pelaku usaha memiliki hak untuk memperoleh pembayaran 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati serta melakukan penagihan atas 
wanprestasi konsumen. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut tetap dibatasi oleh 
prinsip kepatutan, itikad baik, serta ketentuan hukum yang melarang praktik penagihan yang 
melanggar hukum atau merugikan martabat konsumen. (Subekti, 2002). Perkembangan 
praktik PayLater menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, 
tetapi juga menghadapi tantangan implementatif dalam ekosistem digital. Konsumen sering 
berada dalam posisi lemah akibat keterbatasan pemahaman terhadap isi perjanjian, 
sedangkan pelaku usaha memiliki kendali penuh atas sistem kontrak digital. Kondisi tersebut 
menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat efektivitas perlindungan hukum agar 
tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menjamin keseimbangan para 
pihak. (Marzuki, 2021) 

  

IV. KESIMPULAN 
Kedudukan PayLater dalam hukum perikatan menunjukkan bahwa instrumen 

tersebut merupakan bentuk perkembangan modern dari perjanjian pinjam-meminjam atau 
fasilitas pembiayaan yang berada dalam lingkup Buku III KUHPerdata. Legalitas PayLater 
diperkuat oleh pengakuan kontrak elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan 
Transaksi Elektronik serta pengawasan sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 
Mekanisme pengajuan yang dilakukan secara digital melalui sistem e-KYC dan penilaian 
risiko berbasis algoritma menunjukkan bahwa PayLater telah menjadi bagian dari sistem 
pembiayaan modern yang sah secara hukum, meskipun memiliki karakteristik tersendiri 
dalam ekosistem digital. 

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian PayLater mengalami pergeseran dari 
konsep klasik “meeting of minds” menjadi persetujuan berbasis click-wrap agreement yang 
bersifat standar dan tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen. Penggunaan 
klausula baku dalam kontrak digital memperlihatkan dominasi pelaku usaha dalam 
penentuan isi perjanjian, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak. 
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Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan bahwa unsur 
kebebasan berkontrak benar-benar terpenuhi secara substantif dalam praktik perjanjian 
elektronik. 

Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian PayLater telah diatur 
melalui mekanisme preventif dan represif dalam hukum perlindungan konsumen serta 
pengawasan OJK terhadap layanan pembiayaan digital. Meskipun secara normatif telah 
tersedia perangkat hukum yang cukup memadai, implementasi perlindungan hukum masih 
menghadapi kendala dalam praktik, terutama terkait transparansi informasi, pemahaman 
konsumen, serta efektivitas penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan 
pengawasan dan penegakan hukum agar keseimbangan kepentingan para pihak dalam 
perjanjian PayLater dapat terjamin secara lebih optimal. 
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